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LEMBARAN DAERAH 

KOTA CIMAHI 
 

 

 

 

 

 

 

NOMOR : 91 TAHUN : 2008 SERI : D 

         

PERATURAN  DAERAH KOTA CIMAHI 

NOMOR  :  10  TAHUN  2008 

 

TENTANG 

 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA  CIMAHI, 

 

Menimbang :  a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, maka organisasi dan tata 

kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu 

disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan 

pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3890); 

 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran  Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 4116 ); 

 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4428); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  
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89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4741); 

 

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota 

Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 

2008 Nomor 86 Seri D). 

 

 

Dengan  Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI 

dan 

WALIKOTA CIMAHI 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 

TENTANG SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA KOTA CIMAHI 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 

dengan   : 

1. Daerah adalah Kota Cimahi. 
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2. Pemerintah  Daerah adalah Walikota beserta 

Perangkat Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Cimahi. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur 

pembantu Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, 

dan Kelurahan. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat 

pemerintah daerah dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 

umum serta menegakan Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 

7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas 

Walikota dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 

umum, menegakkan Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 

8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja. 
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9. Ketentraman dan Ketertiban Umum  suatu 

keadaan dinamis yang memungkinkan 

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya dengan tenteram, 

tertib, dan teratur. 

 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

 

Pasal 2 

 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat 

daerah. 

 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh 

Kepala Satuan. 

 

(3) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Pasal 3 

 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan 

Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan oleh 
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Walikota untuk menangani Ketentraman, 

Ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah,  

Peraturan Walikota, Keputusan Walikota serta 

melaksanakan urusan Ketatausahaan. 

 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan program dan pelaksanaan 

ketentraman dan ketertiban umum, 

Peraturan Daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan 

penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum di Daerah; 

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan 

Peraturan Daerah,  Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota; 

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan 

penyelenggaraan ketenteraman dan 

Ketertiban umum serta penegakan 

Peraturan Daerah,  Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota dengan aparat 

Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Sipil 

(PPNS) dan atau aparatur lainnya; 

e. Pengawasan terhadap masyarakat 

mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota dan Keputusan 

Walikota; 
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Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 4 

 

(1) Susunan Struktur Organisasi Polisi Pamong 

Praja terdiri atas  : 

a. Kepala Satuan; 

b. Sub bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

d. Seksi Pengendalian Operasional; 

e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi 

Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Bagian Keempat 

Pengangkatan Dalam Jabatan 

 

Pasal 5 

 

Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,  

diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 
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BAB III 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

 

Pasal 6 

 

(1) Dilingkungan Satuan Polisi Polisi pamong 

Praja dapat dibentuk kelompok jabatan 

fungsional. 

 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan. 

 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 

sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh 

seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada 

dilingkungan  Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

(5) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah 

jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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BAB IV 

TATA KERJA 

 

Pasal 7 

 

(1) Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan 

tugas operasional di bidang penegakan, 

penertiban, pengamanan, dan penyuluhan 

diselenggarakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

melaksanakan kewenangannya wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik secara vertikal maupun 

horisontal. 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 8 

 

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan 

Daerah ini dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan 

sumber lain yang sah. 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 9 

 

(1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-

lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009. 

 

(2) Segala peraturan pelaksanaan yang masih 

mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah 

Kota Cimahi yang bertentangan dan atau tidak 

sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan 

perubahan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  10 

 

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi  akan 

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

 

Pasal  11 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 

Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan 

diatur kemudian dengan Peraturan  Walikota.  
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Pasal  12 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka 

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 

2003 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Perangkat Pemerintahan  Kota Cimahi 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal  13 

 

Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Cimahi. 

 

 

Ditetapkan di  C I M A H I 

pada  tanggal  23  Juli  2008 

 

WALIKOTA CIMAHI 

 

Ttd 

 

ITOC TOCHIJA 
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Diundangkan di  C I M A H I 

pada  tanggal  23  Juli  2008 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI 

 

 

 

 

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH 

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI 

TAHUN 2008 NOMOR 91 SERI D 

 


